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Bali Post

Art Center Mestinya

\

Tetap leelola Pemerln ah

ART Center Denpasar diban-
gun oleh Gubernur Ida Bagus
Mantra sebagai tempat yang
representatif untuk melaku-
kan penggalian, pembinaan, *
pengembangan dan pelestarian
seni budaya Bali. IB Mantra
yang berpikir jauh ke depan, tidak
ingin seni dan budaya Bali termasuk

adat-istiadatnya hilang tergerus budaya

global. IB Mantra sama sekali tidak per-
nah berpikir membangun Art Center un-
tuk memberi kontribusi pada pendapatan
asli daerah (PAD).

Kini aktivitas seni dan budaya secara
rutin dilaksanakan di Art Center, salah
satunya Pesta Kesenian Bali (PKB)
Art Center pun banyak dilirik, karena
tempat ini tidak hanya untuk pelestar-
ian tetapi juga bisa menjanjikan-keun-

tujuan awal berdirinya Art Ceqbtx
mentara Perusda tentu akéan 'lebih me-
mentingkan untung-rugi secara ekonomi.
Masyarakat pun dikhawatirkan men;ad;z
korban, meski keuntungan yang didapat
Perusda (sebagian) masuk ke pendapatan
asli daerah.

“Masyarakat yang masuk ke Art Cen-
ter kan tidak ingin beban mereka dita-
mbah. Kalau semua dihitung secara
ekonomi, nanti Art Center akan .
ditinggal oleh masyarakat
dan seniman. Kalau Art
Center ditinggal, seniman
akan malas berkarya,
kembali ke masyarakat
lagi. Itu dampaknya luar
biasa,” jelasnya.

Hal. 23
Ekonomi Semata

et 29 gaek oy
|

“».  tungan ekonomi. Tak heran, bila

Perusahaan Daerah C. erugda)

lajar dari apa yang s

lakukan selama ini.
berpikir dampak posxtlf negatif
dan tldak untung-rugi secara konom1

masyarakat harus yang utama,” ujar

- budayawan A.A. Gede Rak&’ Kamis
.(26/3) kemarin. !

Untuk itu, Raka menegagdk

- Center lebih baik tetap dikelol:




|
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Prov

quvad 23 Maf o6

B

si Bali




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

v Dugaan Korupsi di RPH Temes
~ Mantan Sekda Gianyar
Dituntut 1,5 Tahun =

: { |
Denpasar (Bali Post) - ; 4 : £ |
. Setelah menjalani sidang yang cukup panjang, kasus dugaan =
korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Potong Hewan (RPH) di
Temesi, Gianyar, Kamis (26/3) kemarin memasuki tahap tuntu- !
. dan. Dalam sidang yang dipimpin Early Setyorini, jaksa penuntut
umum (JPU) Herdian Rahardi dkk. membacakan surat tuntutan
di muka persidangan yang berlangsung terbuka untuk umum
itu. Terdakwa A.A. Rai Asmara yang merupakan mantan Sekda
Gianyar, oleh jaksa dituntut hukuman penjara selama satu tahtn
enam bulan (1,5 tahun) dan mantan Kadis Peternakan (Kadisnak
1B. Raka dituntut jauh lebih berat yaitu empat tahun penjara.
_ Jaksa dari Kejari Gianyar ini menyatakan terdakwa tidak ter-
- bukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
‘dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-un-
dang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun,
terdakwa Rai Asmara dan I.B. Raka terbukti melakukan tin.
-pidana korupsi sesuai dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18
No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU
120 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Selain hukuman fisik, terdakwa Asmara diwajibkan memba;
~denda Rp 50 juta, subsider dua bulan penjara. Sedangkan te:
'LB. Raka diwajibkan membayar denda Rp 100 j

=

kupi akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.
- Sebelum membacakan tuntutan tersebut, jaksa sempit

membacakan sejumlah pertimbangan baik yang meringankan
maupun yang memberatkan. Atas tuntutan itu, tim kuasa hu-
kum kedua terdakwa akan mengajukan pledoi, pekan depa
_ Sebelumnya, kasus ini berawal dari pengadaan lahan untuk pe
bangunan RPH di Temesi, Gianyar pada 2002. Dalam pengadaan
ini, dianggarkan Rp 8 miliar untuk membebaskan 299 are lahan
‘untuk RPH. Namun kenyataannya, lahan yang dibebaskan hanya
'247,15 are dengan dana sekitar Rp 2,46 miliar. Dengan perhitungan
tersebut, ada selisih kelebihan pembayaran Rp 486 juta. (kmb37)

Edisi

* Jumak (272 Maret 2005
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‘Tabanan (Bali Post) -
Satu per satu saksi yang terkait dengan dugaan pemerasa CF oleh ok-
num pejabat di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertaman DIKP) Pemkab

Tabanan terus dipanggil pihak Kejari Tabanan. Hingga Kamis (26/ aetldaknya '
e

sudah s

L5 o

kitar 21 orang saksi diperiksa.

 Jumat 27 Moret 1015

3

Dari keterangan saksi-saksi  iksaan terhadap yang bersang-  saksi. a yakni IWS,

itu dipastikan bahwa hampir kutan dilakukann Jumat ini. IBKW, IMN dan RN yang
-semuanya mengarah kepada “Memang rencananya akan merupak:?n B KP.

tersangka yang kini sedang diperiksa Jumat ini, hanya ' i n sebelum:
dibidik Kejari. Setelah memer- saja ditunda, karena yang ber-  nya, kas = N pemerasan
iksa puluhan saksi, penyidik sangkutan izin ada kegiatandi  ini, seti telah mengarah
Pidsus Kejari Tabanan mulai luar kota. Jadi akan dijadwal pada P 12 Korupsi jo
membidik oknum pejabat DKP.  ulang,” wjarnya. pasal 65 [P jo Pasal
Terkait hal itu terdengar kabar Dengan mulai dipanggil- 55 ayat 1K . Bahkan set-
bahwa beberapa oknum pejabat  nya mantan pejabat DKP ini elah kasus tersebut naik status
akan diperiksa penyidik mulai- secara tidak langsung menun-  dua pekan laly) tim penyidik
minggu depan. jukkan bahwa pemeriksaan Kejari Tab: mengge-

Kasipidsus Ke]an Tabanan terhadap para saksi yang ber denga An pemer-
Fathur Rochman saat dikon- dilakukan selama ini telah iksaan se A i
firmasi terkait kabar tersebut mulai mengerucut. Bahkan  Kepa j h saan Negeri
mengatakan jadwalnya belum ada sinyal, sejumlah pejabat Tabanan Ata | Bawono per-
pasti. Disi tentang pe- ~juga akan diperiksa mulai nah mengataksn selain PNS,
nyidik melayangkan su- minggu depan. Sementara penyidik ]).lga akian melakukan
rat terhadap mantan ~ dari pantauan di Kejari Ta- pemeriksaan [terhadap peja-.
pejabat iinisial IGNS, ia  banan, Kamis kemarin kem- = bat di Pe Tabanan yang
mengatakan rencana pemer- bali diperiksa empat orang terkalt us ini. (kmb28)
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Pemkab Dlmmta Sera kan

"Legal Opmlon”

Semarapura (Bali Post)-

Pemerintah pusat mendesak Pemkab Klungkung segera menyerahkan pendapat hu- ,

33

kum (legal opmwn) terhadap status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan
akses jalan menuju Dermaga Gunaksa. Pemerintah pusat perlu kepastian, agar segera
bisa menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Bahkan, pu at harus mem-
berikan deadline penyelesaiannya hingga 26 April nanti.

Bupati Klungkung Nyoman
Suwirta mengungkapkan hal itu,
saat dihubungi usai rapat dengan
Forum Komunikasi Pimpinan

- Daerah (For-Kopimda) di ruang ra-
pat bupati, Kamis (26/3) kemarin.
Pertemuan itu, katanya, khusus
membahas mengenai tindak lanjut
dari proses legal opinion, setelah
menerima surat dari Dishub Bali,

. terkait target penyelesaian legal
opinion tersebut. Permohonan
legal opinion itu sudah diajukan
sejak lama, namun hingga saat
ini pihak Kejaksaan belum bisa
menyelesaikannya. Suwirta me-

— . ___ =

tidak bisa dimanfaatkan, seperti
- yang terjadi pada tahun lalu.

negaskan, pihak Kejaksaan pada
umumnya sudah memberikan
lampu hijau untuk memberikan
legal opinion tersebut. Namun,
dalam pertemuan kemarin, pihak
Kejaksaan kembali meminta be-
berapa data pendukung yang
diperlukan untuk proses penerbi-
tan legal opinion.

_ Tetapi, data apa saja itu, Bupati
Suwirta belum bisa menjelaskan

‘lebih rinci. Jelasnya, data itu tentu

terkait dengan proses pembebasan

lahan akses jalan tersebut. :
Di pihiak lain, komunikasi den-

gan Kepala Badan Pertanahan

. tah pusat.

Iﬂungkung,) a menunggu legal
opinion dari Kejaksaan, sebelum
bisa melakukan proses penser-
tifikatan lahan. Sehingga status
akses jalan itu menjadi jelas dan
sah dimata hukum.

Disinggung mengenai kendala,
Suwirta mengungkapkan, dalam
pertemuanitu terungkap tidak ada
kendala prinsip yang menghambat
proses ini. “Seluruh proses sedang
berjalan. Kami tentu berharap LO
(legal opinion) itu segera selesai,”
ujar Suwirta. Jika tidak segera
diselesaikan, dikhawatirkan ang-
garan dari pemerintah pusat itu

Di pihak lain, Kasi Intel Su-

Meski sudah ditarget, Bupati
Suwirta menegaskan pihaknya
optimis legal opinion itu selesai
sebelum target yang ditentukan
pemerintah pusat. Pihaknya men-
gaku tidak ingin pembangunan
akses jalan Dermaga Gunaksa

kembali gagal tahun ini. Sebab,
pemerintah pusat melalui Ke-
menterian Perhubungan RI sudah
menganggarkan untuk melanjut-
kan proyek Dermaga Gunaksa
sebesar Rp 75 miliar. Dari angka
itu, sebanyak Rp 33 miliar untuk
pembangunan akses jalan menuju
Dermaga Gunaksa. Sisanya Rp
42 miliar untuk melanjutkan
pembangunan fisik Dermaga
Gunaksa. Saat ini, untuk pem-
bangunan fisik, katanya, sedang
dalam proses. tender d1 pemerm

hadi dihubungi terkait nasib
permohonan legal opinion terse-
but, menyampaikan persoalan
yang dimintakan legal opinion
oleh Pemkab Klungkung sebe-
narnya masih belum jelas. Apak-
ah terkait dengan penguasaan
lahan, status lahan atau pem-
bangunan akses jalan. Sehingga,
pihak Kejaksaan juga belum bisa
memberikan legal opinion itu.

- Namun, persoalan ini katanya

sudah diperjelas oleh Kajari
Klungkung Totok Bambang
Sapto Dwijo kepada Bupati Su-
wirta dalam rapat For-Kopimda, -
Kamis kemarin. “Setelah kami
tanyakan, ternyata yang dimin-
takan LO (legal opinion) adalah
pembangunan akses jalannya,”
kata Suhadi. (kmb31) ;

=
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Bali Post

Rp 109 Triliu
Inve-s‘tasiAsim

Badung: (Bah Post) - | FEATG T Rens
Investor asing yang ingin menanamkan modalnya atau berlnvestasl di Bali sangat
banyak. Namun, investor tidak serta merta bisa mendirikan perusah an, sehi
banyak yang me gunakan sistem nominee. Total investasi asing i:mg dikug
nominee di Bali ﬁencap‘ai Rp 109 triliun. Namun karena ada per ara nomi%
seklta Rp»l»46*mihér uang negara yang dlbuang percuma. :

s Queal 2T Marst 2015

2




“Ini ui;tuk hiéiéyahi para
pihak yang berperkara nomi-
nee,” jelas Susi Johnston, M.A.,

FRGS. dari K3NI Bali dalam

-seminar dan diskusi terbuka
soal Hukum Agraria Indone-
sia dan Warga Negara Asing
(WNA) untuk membahas soal
“Krisis Nominee”, Kamis (26/3)
kemarin. Ratusan pengusaha
asing ikut dalam seminar dan

diskusi terbuka yang diseleng- -

garakan Kelompok Kerja Krisis
Nominee Indonesia (K3NI) itu.
Hadir sejumlah pembicara,
termasuk di antaranya profesor
dan ahli agraria.
Terungkap, belakangan per-
soalan nominee banyak ter-
jadi hingga perkaranya masuk

- peradilan. Jika sudah masuk

 pengadilan, otomatis akan ber-

{ Ia]mhukum fi

- asing yang mulai melek atas pola
. banyak kasus yang berawal dari
nominee, muncullah K3NI ini.

~ Susi Johnston' mengata-
kan, investor asing yang ingin
~ me investasi mestinya
hati-hati dan harus memenuhi
syarat. Investor, sesuai dengan

aturan, tidak mesti mengguna- -

kan nominee untuk menanam-

% Bali Post

" kan mo&alnya di Bah, “Janga;n ¥
menggunakan nominee. Tidak .

ada istilah aturan mengguna-

kan nominee. Ini juga tidak

g ke depan.

- Namun, agusnyaada]ah'mengf g- k
gunakan sertifikat hak pakai.
Karena di seluruh Indonesia
‘termasuk Bali, orang asing

bagus untuk Bali

tidak boleh memiliki tanah,”
jelasnya. ae e
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orang asing
1 Indonesia.

n-aman saja
mun perkara

Sementara 1tu,AgusNahak, - ma
SH, M.H, salah seorang pem.

bicara atau panelis dalam forum b
kemarin, mengatakan bahwa n

saat ini memang terjadi krisis 4
nominee di Bali. Karenanya,

banyak warga asmgya;;gmera- d

sa ketakutan atas usaha yang

mereka jalankan dengan meng.
gunakan nominee. “Karenanya,

kami dari K3NI ini akan mem-

- buat rekomendasi untuk men-

- datangi Kementerian Agraria

agar ada perhatian khusus soal
nominee,” kata Agus Nahak.

Dikatakannya, investor

- membutuhkan kepastian hu-

kum. Saat ini pemilik modal as-

~ ing merasa aman melakukan in-

vestasi dengan nominee karena

~ada perjanjian di notaris. “Na--
- mun jika ada persoalan hukum, -

~ada sengketa di pengadilan,
orang asing ini akan kewalahan
karena akan digunakan hukum
normatif,” katanya. -
- Pasalnya, lanjutnya, undang-

ek 9T Margp 2615

8

k¢sejahteraan

t luas,” kata nya.
Menurutnya, |mestinya in-
vestor dijaga karpna itu meru-

‘pakan aset. “Jahgan sampai

na nominee, jnvestor asing
i,”j .'.Karenan.ya,
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Sldang Kasus Korupsi Dermaga Gumaksa

' Hadirkan 20 Saksl
'-,E_;’salah Satu Nenek 80

' MADE Pasek dkk., jaksa penuntut
umum (JPU) dalam perkara dugaan
korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dan gratifikasi dengan terdakwa
Dr. Wayan Candra, Kamis (26/3) ke-
marin menghadirkan 20 orang saksi.
Seorang di antaranya merupakan nenek

berusia 80 tahun. Atas kehadiran nenek

bernama Seroni ini, ketua majelis hakim
Hasoloan Sianturi dibantu hakim ad hoc
Sumali dan Hartono sempat kewala-
han. Sebab, saksi tidak bisa berbahasa
Indonesia sehlngga harus didampingi
penerjemah.

Sementara saksi lainnya yang ke-
banyakan penjual tanah itu, lancar
memberikan keterangan di depan per-
sidangan. Sebelas orang di antaranya
adalah penjual tanah di Desa Tangkas,
Kecamatan Dawan, Klungkung. Semen-

tara dadong Seroni saat ditanya jaksa, -
membenarkan bahwa dia pernah men-

jual tanahnya di Subak Peguncangan,

Desa Tangkas. Hanya, nenek renta itu -

Tahun

tidak tahu persis soal penjualan tanah
miliknya itu, karena yang melakukan
transaksi suaminya, I Wayan Kari, yang
saat ini telah meninggal dunia. Nenek ini
mengaku hanya pernah membubuhkan
cap jempol di surat perjanjian.

Dalam kesaksiannya, dijelaskan bah-
wa pembayaran atas penjualan tanahnya
belum lunas. Tanahnya baru dibayar Rp
15 juta. Namun dalam kesaksian dadong
ini, ada yang sedikit aneh terungkap
di persidangan, yakni kuitansi diteken
pada tahun 2010, padahal transaksi
dilakukan pada tahun 2006. Dadong
Seroni tidak bisa menjelaskan hal itu,
karena transaksi kala itu dilakukan
almarhum suaminya.

Selain itu, saksi juga tidak mengeta-
hui siapa pembeli tanah miliknya. Saksi
juga tidak mengenal terdakwa Wayan
Candra, yang kala itu menjabat Bupati
Klungkung. Pernyataan saksi itu tidak
jauh berbeda yang dilontarkan saksi

lainnya seperti I Wayan Suarta, I Wayan

Duana, I Wayan Sulendra, Wayan
Madra, Wayan Rastini, Rahayu, Wayan
Sari, Wayan Rukun, Ketut Sujana. Pada
intinya, mereka membenarkan sudah
menjual tanahnya di Desa Tangkas
dengan luas dan harga berbeda-beda.
Pembayaran tanah rata-rata baru set-
engah dari total harga yang disepakati,
vaitu Rp 8 juta per arenya. Pembayaran
pertama dilakukan oleh Camat Dawan
Sujana dan kedua di kantor notaris.

Saat hakim mempertanyakan iden-
titas pembeli tanah miliknya, seluruh
saksi mejawab tidak tahu. Saksi hanya
menyebut dilakukan oleh Camat Sujana
dan ada pula melalui perantara bernama
Peking dan Widiarta.

Setelah pemenksaan saksi itu, sidang
diskors. Selang sejam kemudian, dilanjut-
kan dengan memeriksa sembilan saksi.
Mereka juga ada penjual tanah, seperti
Pak Jaya, Wayan Pujana, Kadek Budiarta,
Pak Meneng, Bu Komang, Bujana, Mulya,
dan sejumlah saksi lamnya (asa)

wmw

ek, 17 waret ol
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Amlapura (Bali Post) -
Sebuah usaha galian C
di tepi jalan menuju Pura

Pasar Agung, di Desa Sebu-

di, Selat, Karangasem, di-
tutup tim yustisi Pemkab
Karangasem. Dari dua usa-
ha galian C yang d1datang1
tim, hanya satu galian C mi-
lik Malia sa yang ditutup.

Hal itu dlsampalkan Kasi

Penindakan dan Pengenda-

lian Kantor Pol. PP Pem- mentara, gahanCyangditu-

‘kab Karangasem Komang
 Merta, S.Sos., Kamis (26/3)
kemarin di Karangasem ;

- Menurut Merta, Mali- -

asa sudah membuat su-
~ rat pernyataan untuk tak
~ melanjutkan usaha galian
-C-nya itu. Maliasa, kata
Merta ya g mendamplngl
Kasatpol PP Iwan Supartha,
S.H., sudah bersedia mer-
atakan bekas galiannya.
-“Dia (Maliasa —red) sudah
berjanji tak melanjutkan

It

galian C tanpa izin itu, dan
‘bekas galian itu dlratakan
dan hanya bakal diguna-
kan sebagai gudang,” kata
Merta. :

Merta mengatakan pada 3
- 3 Maret lalu itu, tim yustisi
- juga mendatangi satu usaha

galian C lainnya di deka-
tnya. Namun, kata Iwan
Supartha, gahan C satunya
lagi tak ada masalah. Se-

tup milik Ma , belum ada
izin, lokas% ‘,dxékat dengan
~jalan raya 1as penggahan :

sudah sekitar 6 are, namun
sudah cukup alam Tanah
lahan milik penyandingnya
juga sudah tampak jebol.
Kalau lahan penyandingnya
terus jebol cukup luas, nanti
siapa yang bakal bertang-
gung jawab? Makanya guna
mengantisipasi masalah
berikutnya, kita tutup saja,”
kata Merta.

~dan tak

‘melanjutkan
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Dltam&la

n sejak ta-
hun lalu, » pihaknya sudah
menutup sejumlah usaha
galian C tanj '!

di leren ti
Agung.

atau ke Tug
+ n :: a.

¥ bn raya

inggian, Je kat
A ya, krta

tutup,” kata
Penutu

wilayah Kecamatan Kubu.
“Usai penut
galian C y3 ng
itu tetap ka m1
itoring. Dan
tauan 1tu,t

an, usaha
dah ditutup

kukan mon-
sil peman-
ka tak lagl
sahanya,”
01 3)

lokasi uaha&?;han C di

kata Mert

« JWnat 29 nweet as(S
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Langsung Difebloskan ke Lapas Keroti

‘Denpasar (Bali Post) -

Bali Post

Terpidana Kasus

sekusi Senin

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mengaku akan merampungkan admin-
.istrasi terkait inkracht-nya putusan perkara korupsi Art Center Denpasar.
.Kamis (26/3) kemarin, jaksa penunut umum (JPU) Made Tangkas mengpaku
.mengerjakan administrasi dan surat panggilan untuk dilayangkan keppada ter-
_pidana Ketut Suastika dan Mantara Gandi. ; ‘

©  “Nanti sore (kemarin - red)
.saya kirim panggilan dulu.
: Kemungkinan besar eksekusi
‘dilakukan Senin depan dan
-langsung dibawa ke Kejari
‘Denpasar,” kata JPU Tangkas

.yang dikonfirmasi wartawan

-via ponsel. it
Rencananya, kata jaksa

itu, terpidana akan langsung

we
dijebloskan ke Lapas Ker-
obokan. Sebelumnya, kuasa
hukum terpidana kasus Art
Center Denpasar, Warsa T.
Bhuana dan Haposan Si-
hombing, menyatakan sudah
menerima putusan majelis
hakim pimpinan Cening Budi-
ana. Ketut Suastika dihukum
14 bulan dan denda Rp 100

pihak pengadilan sudah men-

girimkan salinan petikan pu-

tusan itu ke kejaksaan. “Soal
eksekusi, sesuai KUHAP; itu
kewenangan jaksa,” katanya.

Kasipenkum Humas Kejati
Bali Ashari Kurniawan juga
mengaku sudah menerima
salinan petikan itu. Hanya,
dalam salinan itu masih ada
salah di redaksi, khususnya
soal penulisan barang bukti
(BB). Kini soal redaksi sudah
selesai, sehingga tinggal me-
layangkan surat pemanggilan
kedua terpidana untuk men-
jalani sisa masa hukuman-

nya. (kmb37)

3

Pt 2% Mardp 203

plus denda Rp 50
er sebulan kurung

terlaksana. ,
- Humas Penggdilan Neg-
eri (PN) Denpasidr Hasoloan
Sianturi menegaikan bahwa







